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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029 
 

Urusan Pemerintahan 

Yang Dilaksanakan 

: PEMERINTAHAN UMUM 

 

 
Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan 

melaksanakan urusan pemerintahan Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada daerah 

 
Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

2. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dan dukungan teknis di 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah Provinsi;  

6. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi 
kepada seluruh unit kerjadi lingkungan 

Badan;  

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya 

 

 

TUJUAN DAN 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN 

Tujuan 1 : 

Meningkatkan 
Ketahanan 

Wilayah 

Indeks 
Ketahanan 

IPOLEKSOSBUD 

• Alasan Pemilihan Indikator : 
Dapat mengukur ketangguhan dari 

Ketahanan gatra IPOLEKSOSBUD Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik di Jawa 

Tengah 

• Formulasi Pengukuran : 
(Bobot dikalikan nilai tiap gatra)/100 

• Tipe Penghitungan : 
Non Kumulatif (Progres Positif) 



TUJUAN DAN 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN 

 

• Sumber Data : 
Lembaga Ketahanan Nasional Republik 

Indonesia  

 

• Penanggung Jawab : 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Jawa Tengah 

Sasaran 1.1: 

Meningkatnya 

stabilitas politik 

Indeks 

Ketahanan 
Politik Bidang 

Kesatuan 

Bangsa dan 
Politik 

• Alasan Pemilihan Indikator : 

Indeks Ketahanan Politik adalah alat 
ukur yang digunakan untuk 

mengevaluasi dan menilai seberapa 

tangguh suatu wilayah berdasarkan 
gatra (aspek) politik dalam menghadapi 

berbagai ancaman dan tantangan, baik 

dari dalam maupun luar. 
 

• Formulasi Pengukuran : 
(Bobot dikalikan nilai gatra politik)/100 
 

• Tipe Penghitungan : 

Non Kumulatif (Progres Positif) 
 

• Sumber Data : 

Lembaga Ketahanan Nasional Republik 
Indonesia  
 

• Penanggung Jawab : 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Jawa Tengah 

Sasaran 1.2 : 

Meningkatnya 

Ketahanan Bangsa 

Indeks Harmoni 

Indonesia 

• Alasan Pemilihan Indikator : 

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah 

sebuah sistem pengukuran untuk 
menilai tingkat harmoni sosial, budaya, 

ekonomi, dan keagamaan di daerah 
 

• Formulasi Pengukuran : 

(Bobot dikalikan nilai tiap dimensi)/100 
 

• Tipe Penghitungan : 

Non Kumulatif (Progres Positif) 
 

• Sumber Data : 

Kemendagri 
 

• Penanggung Jawab : 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Jawa Tengah 

Tujuan 2 : 

Meningkatkan 

Kualitas Tata 

Kelola Perangkat 
Daerah 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 
Perangkat 

Alasan Pemilihan Indikator: 

Indeks RB mengambarkan sejauh mana 

instansi pemerintah melaksanakan 
perbaikan tata kelola pemerintahan, yang 
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PENJELASAN 

Berintegritas dan 

Dinamis di Badan 

Kesbangpol 

Daerah Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 
Politik 

diukur dari unsur komponen pengungkit 

(meliputi 8 area perubahan) dan 

komponen hasil 
 

Formulasi  Pengukuran:   
(Nilai x Bobot Komponen Pengungkit) + 

(Nilai x Bobot Komponen Hasil) 
 

Tipe Penghitungan:   

Non Kumulatif (Progres Positif) 
 

Sumber Data:   

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 
 

Penanggung Jawab : 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Provinsi Jawa Tengah 

 

 

Sasaran 2.1 : 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

perangkat daerah 
di Badan 

Kesbangpol 

Indeks 

Manajemen 

Risiko Perangkat 
Daerah Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

Alasan Pemilihan Indikator: 

Ukuran yang menggambarkan 

implementasi manajemen risiko di lingkup 
perangkat daerah 
 

Formulasi  Pengukuran:   

Total (Nilai komponen MR x Bobot) 
 

Tipe Penghitungan:   

Non Kumulatif (Progres positif) 
 

Sumber Data:   
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  
 

Penanggung Jawab : 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Jawa Tengah 

Sasaran 2.2 : 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

perangkat daerah 
di Badan 

Kesbangpol 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 
Perangkat 

Daerah Badan 

Kesatuan 
Bangsa dan 

Politik 

Alasan Pemilihan Indikator: 

IKM untuk mengukur tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh perangkat daerah, yang 

didapatkan dari survei kepuasan 

masyarakat 
 

Formulasi  Pengukuran:   
Nilai hasil survei kepuasan masyarakat 

dari 9 unsur SKM (skala 1-4) yang 

dikonversi menjadi IKM 
 

Tipe Penghitungan:   
Non Kumulatif (Progres positif) 
 

Sumber Data:   

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Jawa Tengah  
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Penanggung Jawab : 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Jawa Tengah  
 

 


